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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (input) menjadi produk
(output) menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dalam
statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai
sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dsb,
dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian, Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai
tambah (value added) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian
di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah
faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. (Badan
Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2009).

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah pendapatan
yang mengalir ke dalam daerah/wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan
yang mengalir ke luar daerah/wilayah. Atau dapat dikatakan bahwa produk regional
merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi (tenaga
kerja, tanah, modal, entrepreneur) yang dimiliki penduduk daerah/wilayah yang
bersangkutan. Namun karena masih terbatasnya data untuk memantau pendapatan

yang mengalir dari/ke luar suatu daerah/wilayah, maka antara produk domestik
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dengan produk regional sampai saat ini diasumsikan sama. (Badan Pusat Statistik

Kabupaten Bandung, 2009).

2.1.1. Manfaat Perhitungan PDRB

1.

2.

Untuk bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan

Untuk bahan umpan balik terhadap perancangan pembangunan yang telah
dilaksanakan

Untuk dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa yang akan
datang

Untuk memantau perkembangan inflasi berdasarkan perubahan harga

Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor di wilayah

Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyak tenaga kerja, maka dapat
mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor

Untuk bahan perencanaan investasi di masa yang akan datang

2.1.2. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas

dasar harga berlaku (nominal) atau at current nominal prices yang menunjukkan

kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah yang menghasilkan output pada

suatu periode yang dinilai atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku

digunakan untuk melihat struktur perekonomian atau peranan setiap sektor dan

gambaran perekonomian pada tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan atau at
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constan prices digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik

secara keseluruhan maupun sektoral.

2.1.3. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga
Berlaku dan Harga Konstan
Hasil perhitumgan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga

konstan.

2.1.3.1. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar

Harga Berlaku

Menurut BPS Kabupaten Bandung (2009), PDRB atas dasar harga berlaku
merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (gross value added) dari seluruh sektor
perekonomian di dalam suatu daerah/wilayah dalam periode tertentu biasanya satu
tahun.

Nilai tambah adalah selisih nilai produksi (output) dengan biaya antara
(intermediate input). Nilai Tambah Bruto (NTB) mencakup komponen faktor
produksi; upah dan gaji, bunga, modal, sewa tanah, keuntungan, penyusutan, serta
pajak tak langsung neto. Faktor pendapatan adalah merupakan balas jasa faktor
produksi yang terdiri dari tenaga kerja (labour), modal (capital), tanah (land),
managerial (entrepreneur). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun

ke tahun meggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan
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dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat
harganya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu
metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud metode langsung
adalah metode perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah.
perhitungan dengan metode langsung dapat dilakukan dengan 3 (tiga) macam
pendekatan yaitu:

1. Metode Langsung
a. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari sisi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan

jasa yang diproduksi oleh selurun kegiatan ekonomi dengan cara

mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap
sektor atau sub sektor. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada
barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi
dengan demikian nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor
produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi

dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu

upah gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk

sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung,
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surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha disini
adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.
c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada pengunaan akhir dari barang dan
jasa. Nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan cara
menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk
domestik regional. Pengeluaran akhir/permintaan akhir adalah pengeluaran
yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba/lembaga
yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap
domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) di

dalam suatu daerah/wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

2. Metode Tidak Langsung
Metode tidak langsung merupakan perhitungan dengan cara menggunakan
data yang bersumber dari luar daerah/wilayah yang bersangkutan, seperti dengan
cara alokasi yaitu mengalokir PDB Nasional menjadi PDRB Provinsi dengan
menggunakan beberapa indikator produksi dan atau indikator lainnya yang cocok
sebagai alokator. Perkiraan dilakukan berdasarkan alokasi dengan mengalokasikan
data tersebut ke daerah yang bersangkutan, yaitu menggunakan alokator yang

cocok dengan sektor/kegiatan masing-masing.
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2.1.3.2. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Konstan 2000

Menurut BPS Provinsi Jawa Barat (2011), ada empat cara yang digunakan untuk

menghitung Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga konstan 2000, yaitu :

1. Revaluasi
Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-
masing tahun dengan harga pada tahun dasar 2000. Hasilnya merupakan output
dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya NTB atas dasar harga
konstan diperoleh dari harga selisih antara output dan biaya antara. Dalam
prakteknya, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang
digunakan karena mencakup komponen input yang sangat banyak. Selain itu, data
harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh
karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian
antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap
biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

2. Ekstrapolasi
Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh
dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks
produksi. Indeks produksi yang digunakan sebagai ekstrapolator dapat merupakan
indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai
indikator produksi, misalnya tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya yang

dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga
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dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan. Kemudian
dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh
perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai
tambah atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun dengan indeks harga.
Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan Indeks Harga
Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan sebagainya.
Indeks-indeks harga di atas dapat pula digunakan sebagai inflator dalam keadaan
dimana nilai tambah atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai
tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda, komponen yang dideflasi adalah output dan biaya
antaranya. Sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya
antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk
perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga
produsen atau indeks perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya.
Sedangkan, indeks untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input
terbesar.

Kenyataannya, sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara. Hal tersebut

karena komponennya banyak dan indeks harga belum tersedia secara baik. Oleh
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karena itu, metode deflasi berganda ini belum banyak digunakan dalam

perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.

2.1.4. Perkembangan PDRB didasarkan atas beberapa faktor

1. Perubahan Harga
Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian yang diakibatkan oleh perubahan harga
yang terjadi di pasar. Pada umumnya harga tersebut cenderung menaik sehingga
pendapatan regional atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun selalu
menunjukkan kenaikan.

2. Perubahan Riil
Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian yang dihitung berdasarkan perubahan
riil, artinya tidak termasuk lagi perubahan harga. Pengertian yang umum
digunakan para ekonom yaitu pendapatan yang telah dihilangkan pengaruh
inflasinya. Pendapatan regional atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi
dengan perkembangan inflasi dikenal dengan pendapatan regional atas dasar
harga konstan. Pendapatan regional yang terakhir inilah pada umumnya banyak

dimanfaatkan oleh para birokrat, peneliti dan para ekonom.

2.1.5. Klasifikasi PDRB Sektor Perekonomian
United Nation (UN) memberikan rekomendasi bahwa secara makro,
perekonomian diklasifikasikan menjadi 9 sektor, yaitu :

1. Pertanian
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2. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri Pengolahan

4. Listrik, Gas, dan air Bersih

5. Konstruksi/Bangunan

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa

2.1.6. Sektor perekonomian yang terdapat dalam PDRB antara lain Sub

Restoran

Sub sektor ini mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman
jadi yang pada umumnya dikonsumsi ditempat penjualan. Kegiatan yang termasuk
dalam sub sektor ini seperti bar, kantin, café, warung kopi, rumah makan, warung
nasi, warung sate, catering, dan lain-lain.

Output dari sub sektor ini diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja
yang bekerja di restoran dari hasil Sensus Penduduk tahun 2000 (SP2000) dan Survei
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 beserta pertumbuhannya dengan output
pertenaga kerja dari hasil survey khusus pendapatan regional. Perhitungan nilai
tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan Indeks

Harga Konsumen (IHK) makanan jadi dan minuman sebagai deflator.
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2.2. Pendapatan Daerah
Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 5

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, ditetapkan bahwa sumber-sumber

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD diklasifikasikan menjadi empat
jenis pendapatan, yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah

2. Dana Perimbangan adalah semua pendapatan yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk
membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Kelompok dana
perimbangan ini terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil bukan Pajak
c. Dana Alokasi Umum
d. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah adalah pendapatan yang bukan berasal

dari PAD atau bukan dari dana perimbangan.
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Pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang
diterima sedangkan pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan
jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode
akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas. Kemudian pendapatan
diukur dengan jumlah kas yang diterima pada saat diperolehnya pendapatan daerah

tersebut selanjutnya pengukuran pendapatan ini dilakukan dalam rupiah.

2.3. Kebijakan Pemerintah Daerah di Sektor Pariwasata

Ada beberapa kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang terdapat
dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) tahun 1999-2004, salah satunya
adalah kebijakan ekonomi yang menyangkut sektor pariwisata, yang berbunyi:

“Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan
teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan
komparatif sebagai negara matirim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan
produk unggulan di setiap daerah terutama pertanian dalam arti luas,
kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan
kerajinan rakyat”.

Dalam uraian diatas disebutkan bahwa pengembangan ekonomi di setiap
daerah harus berdasarkan pada kemajuan teknologi yang disertai dengan peningkatan
keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh daerah tersebut, diantaranya keunggulan di
sektor pariwisata. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) tahun 2000-2004 bahwa

pengembangan pariwisata merupakan bagian dari upaya peningkatan daya saing dan

sekaligus meningkatkan devisa Negara.
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Sedangkan dilihat dari dimensi sosial budaya, pengembangan pariwisata
merupakan pengembangan sumber daya melalui pendekatan peningkatan nilai
tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan
pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat
lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Adapun kebijakan pemerintah daerah di sektor pariwisata adalah:

1. Pengembangan objek wisata alam, objek wisata buatan, wisata budaya, dan
produk-produk wisata

2. Peningkatan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri

3. Peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan

4. Peningkatan pelayanan dan informasi pariwisata

5. Pembangunan museum terbuka budaya perahyangan sebagai objek pariwisata

Dari kelima kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberi nilai tambah
terhadap eksistensi industri pariwisata khususnya. Tentunya dari nilai tambah ini,
pemerintah daerah pun berharap dapat mendatangkan wisatawan dalam jumlah yang
lebih besar. Sudah barang tentu untuk mencapai hal tersebut diperlukan berbaai
sarana pendukung untuk kegiatan pariwisata, misalnya saja sarana perhitungan yang
baik seperti jalan, transportasi, telekomunikasi, sarana keuangan dan Bank, sarana
hotel dan restoran serta sarana sosial seperti tempat olahraga. Salah satu sarana yang
diperlukan adalah sarana hotel dan restoran, namun lebih tepatnya adalah restoran
yang akan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Melalui sarana ini dapat dijual

barang/komoditi, baik terhadap wisatawan asing maupun domestik pada akhirnya
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akan mendatangkan penerimaan pajak restoran atas pengenaan penggunaan sarana

tersebut. Dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan PAD.

2.4 Pengertian Pajak, Pajak Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah, fungsi Pajak
Daerah, landasan hukum Pajak Daerah
2.4.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh Negara baik oleh
Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang serta
aturan pelaksanaan pemungutan pajak menginsyaratkan adanya alih dana dari sektor
swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak
Pemerintah) dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam
rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang
berbeda-beda tentang pajak, namun secara umum pengertian tersebut mempunyai inti
atau tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa pendapat
mengenai pajak, sebagai berikut:

Menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh Suandy
(2005:10) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mancapai kesejahteraan umum.”

Menurut Prof Dr H.Rochmat Soemitro SH. yang dikutip oleh Mardiasmo
(2009:1) menyatakan bahwa:
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“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving
yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.”

Dari definisi tersebut ada dua hal penting, yaitu pertama iuran yang dapat
dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang
dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Kalau rakyat atau badan hukum yang
oleh pemerintah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib
pajak) melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan
dapat dikenakan tindakan hukum oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang atau
dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksakan oleh Pemerintah untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Surat Paksa dan sita.
Kedua tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan
mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada Negara tidak
ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas
pembayaran iuran tersebut.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, baik pengertian secara ekonomis

(pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau

pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik
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kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai

berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor
swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut
pajak/administrator pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin  maupun
pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran
Negara vyang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi

mengatur).

2.4.2. Pengertian pajak Daerah
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak daerah, yaitu:

“Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah.” (Mardiasmo, 2009:12)

Selain definisi tersebut, ada pengertian pajak daerah menurut Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 sebagai berikut:

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.”

Yang dimaksud badan dari pengertian di atas adalah sekumpulan orang dan
atau badan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnua, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Dari beberapa pengertian pajak daerah di atas, terdapat ciri-ciri yang melekat
pada pajak daerah, yaitu:

1. Pajak daerah dipungut berdasar atas kekuatan Undang-undang serta aturan
pelaksanaanya.

2. Dalam pembayaran pajak daerah tidak mendapat imbalan (kontra prestasi) secara
langsung.

3. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah.
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4. Pajak daerah dipungut bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah/rumah tangga daerah.

2.4.3. Jenis-jenis Pajak Daerah
Adapun Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 91 Tahun
2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, adalah:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Sedangkan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi adalah:
1. Pajak Hotel 10%

2. Pajak Restoran 10%
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3. Pajak Hiburan 25%

4. Pajak Reklame 25%

5. Pajak Penerangan Jalan 10%

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%

7. Pajak Parkir 30%

8. Pajak Air Tanah 20%

9. Pajak Sarang Burung Walet 10%

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.4.4. Fungsi Pajak Daerah

Fungsi pajak daerah pada dasarnya sama dengan fungsi pajak pusat yang
membedakannya hanya ruang lingkupnya saja. Pajak daerah mempunyai dua fungsi
penting, yaitu fungsi anggaran/budgeter dan fungsi pengaturan/regular.

1. Fungsi Budgeter atau Fungsi Anggaran
Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh
pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
atau yang sering disebut fungsi budgetair, yaitu :
Menurut Mardiasmo (2009:1) pengertian fungsi budgetair, yaitu :

“Fungsi budgeter artinya sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya”.

2. Fungsi Regulerend atau Fungsi Mengatur
Menurut Mardiasmo (2009:2), yaitu :
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“Fungsi mengatur (regulerend) artinya sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintan dalam bidang sosial dan
ekonomi”.

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Di sini pajak berfungsi sebagai
suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang
ekonomi, politik, budaya, peratahanan keamanan), misalnya mengadakan
perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan

atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah

tertentu.

2.4.5. Landasan Hukum Pajak Daerah

Landasan hukum yang mengatur tentang pajak hingga saat ini sudah
mengalami beberapa kali perubahan/perbaharuan, Pajak Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, adalah:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
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7. Pajak Parkir

2.5. Pajak Restoran
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa salah satu

jenis pajak daerah untuk tingkat 11 yaitu Pajak Restoran. Adapun definisinya yaitu:

“Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar dan sejenisnya.” (Siahaan, 2010:328)

Pengertian Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan
restoran termasuk rumah makan, café, bar dan sejenisnya, termasuk juga usaha

jasa boga dan catering.

2.5.1. Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak
a. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau
minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah

konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.

b. Objek Pajak
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2011

tentang Pajak Restoran, yaitu:
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1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran

2. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, termasuk makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh jasa boga dan
catering baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

3. Pengecualian terhadap objek pajak restoran yang tidak dipungut adalah wajib
pajak yang memiliki omset tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

per bulan.

c. Wajib Pajak

Yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran.

2.5.2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
a. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Salah satu komponen yang harus diketahui dalam menghitung besarnya pajak
terutang atas pajak restoran adalah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak
restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan
kepada restoran termasuk rumah makan, café, bar dan sejenisnya.

Untuk mengetahui besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan
tarif dengan dasar pengenaan pajak restoran. Dari perhitungan tersebut, baru dapat

dibayar oleh wajib pajak kepada aparat pajak.



32

Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau
penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan
dan/atau minuman. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek
pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang harus dibayarkan
maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas
pembelian makanan dan/atau minuman termasuk pula semua tambahan dengan nama

apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran (Siahaan, 2010:331).

b. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota
untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing
daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi
kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan

kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

2.5.3. Perhitungan Pajak Restoran
Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan
tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran

adalah sesuai dengan rumus berikut (Siahaan, 2010:332) :
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Pajak Terutang Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Diterima
atau yang Seharusnya Diterima Restoran

2.5.4. Landasan Hukum Pajak Restoran
Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum
yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.
Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah
sebagaimana di bawah ini :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi
daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Udang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah Kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan
pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota
dimaksud
Dasar Hukum yang mengatur pajak restoran di Kabupaten Bandung adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Objek Pajak Restoran adalah

Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
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2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak,
yaitu:
1. Kondisi Perekonomian
Kondisi Perekonomian suatu negara dapat ditentukan oleh pendapatan yang
diperoleh masyarakat, penerimaan PDRB, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran
yang terjadi dimasyarakat. Hal ini dapat pula dijadikan faktor penentu kemampuan
masyarakat dalam membayar pajak sehingga semakin baik kondisi perekonomian
suatu negara atau daerah maka semakin tinggi penerimaan pajaknya.
2. Sistem Perpajakan
Sistem perpajakan suatu Negara terdiri atas tiga unsur, yaitu Tax Policy, Tax law,
dan Tax Administration. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain
dan tidak dapat dipisahkan. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau
cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat
mengalir ke kas Negara.
Sistem Perpajak terdiri dari:
a. Official Assesment System
b. Semi Self Assesment System
c. Full Self Assesment System
d. With Holding System

3. Aparat Pelaksana
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Aparat pelaksana dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Aparat/sarana keras (hard ware), misalnya komputer, mesin tik, kendaraan,
gedung, dan lain-lain.

b. Aparat/sarana lunak (soft ware) ialah manusia pelaksana atau pegawai.

Aparat atau sarana keras sepertinya bukan merupakan masalah yang rumit di masa

lalu, meskipun belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi sarana keras ini sudah

cukup memadai.

Berbeda hal dengan sarana lunak, di sini sistem perpajakan lama terlalu banyak

memberikan kekuasaan kepada para pelaksana Undang-undang. Hal ini juga

merupakan suatu faktor yang dapat memberikan dampak kurang positif dalam

melaksanakan Undang-undang.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada faktor aparat ini, maka dilakukan

beberapa upaya sebagai berikut:

a. Sistem pemungutan pajak pada Undang-undang lama perlu dilakukan
perubahan/penyesuain

b. Dilakukan peningkatan atau menguatkan disiplin aparat melalui pengawasan
yang lebih kuat

c. Dilakukan peningkatan keterampilan dan kecakapan melalui pendidikan dan
latihan yang terencana

4. Sikap atau Tingkah laku
Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap dan tingkah laku dari wajib pajak sendiri

tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi penerimaan dari sektor perpajakan.
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Sering seorang wajib pajak berani untuk memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan

Pajak) yang tidak benar.

Adapun pendapatan lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan pajak yaitu (Hessel Nogi S, 2003:119), yaitu :

1.

Isi Kebijakan

Yang dimaksud dengan isi kebijakan yaitu peraturan yang sedang diterapkan
pada saat itu, misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung untuk Pajak
Restoran Nomor 17 Tahun 2009. Dari PERDA yang berlaku itu apakah pihak
wajib pajak atau para pengusaha restoran dapat mematuhi peraturan tersebut
atau tidak. Apabila wajib pajak mematuhi PERDA tersebut maka penerimaan
pajak restoran akan meningkat dan apabila tidak dipatuhi maka yang akan
terjadi sebaliknya.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ini maskudnya adalah kualitas dari aparat pajak yang
berada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bandung. Apakah tingkah pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh aparat
pajak tersebut telah sesuai dengan tugas mereka dalam menjalankan
kewajibannya untuk melayani para wajib pajak. Karena pelayanan yang
optimal dari aparat pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu sikap dari wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak belum optimal
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dalam melaksanakan kewajibannya maka target penerimaan pajak tidak akan

tercapai, misalnya tidak tepatnya waktu penyetoran pajak atau wajib pajak

dengan sengaja menghindari untuk tidak membayar pajak.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Yang dimaksud dengan kondisi sosial ekonomi adalah potensi yang dimiliki

oleh suatu daerah, misalnya penghasilan yang diperoleh masyarakat.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Penelitian | Variabel Penelitian e
penelitian
1. | M. Sri Pengaruh Produk Produk Domestik PDRB dan
Wahyudi Domestik Bruto Bruto (PDB) dan Indeks
Suliswanto | (PDB) dan Indeks Indeks Pembangunan
(2012) Pembangunan Pembangunan Manusia
Manusia (IPM) Manusia (IPM), berpengaruh
Terhadap Angka Angka Kemiskinan | negatif dan
Kemiskinan di signifikan
Indonesia. terhadap Angka
Kemisikinan
2. | Arinda Analisis Kontribusi | Kontribusi Pajak Pajak Hotel dan
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Hotel dan Restoran
di Dispenda Kota
Bandung dan
DPPK Kabupaten

Bandung

Trywilda Pajak Hotel dan Hotel dan Restoran, | Restoran

(2011) Restoran Terhadap | Pendapatan Asli mempunyai
Pendapatan Asli Daerah pengaruh positif
Daerah Kota terhadap
Samarinda Pendapatan Asli

Daerah
3. | Riyal Pengaruh PDRB PDRB Sub Sektor PDRB Sub

Kharisma Sub Sektor Hotel Hotel dan Restoran, | Sektor Hotel

Ramadhan | dan Restoran Penerimaan Pajak dan Restoran

(2011) Terhadap Hotel dan Restoran | mempunyai
Penerimaan Pajak pengaruh yang

cukup besar
terhadap
penerimaan
pajak hotel dan

restoran.

2.8. Kerangka Pemikiran

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, setiap daerah dituntut agar mampu
menggali dan mengelola potensi keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan sumber-
sumber keuangan daerah tersebut oleh pemerintah daerah diimplementasikan melalui
penyusunan APBD dan ditunjang pula oleh kebijakan pembangunan dalam segala
bidang. APBD menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah
adalah hak daerah dalam Satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas
Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa
sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil
pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli yang syah. Selain APBD, seperti telah
dikemukakan sebelumnya bahwa penyelenggaraan otonomi daerah ditunjang pula
oleh kebijakan pembangunan dalam berbagai bidang dan salah satunya bidang
ekonomi. Sesuai dengan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) tahun 1999-2004
dalam bidang ekonomi yang berbunyi “Mengembangkan perekonomian yang
berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan
kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai Negara maritim dan agraris
sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah terutama pertanian dalam
arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan

kerajinan rakyat”.
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Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu sektor
yang memiliki keunggulan kompetitif di daerah adalah sektor pariwisata. Di dalam
sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata seperti objek wisata, hotel dan
restoran, serta keanekaragaman seni dan budaya daerah.

Restoran yang merupakan salah satu sarana wisata, sampai saat ini
perkembangannya cukup menggembirakan dan tentunya sebagai salah satu sektor
dalam lingkup bidang ekonomi, restoran ini telah memberikan dampak positif bagi
kondisi perekonomian. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi
ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu ditunjukkan oleh Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang
dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. PDRB atas
dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada setiap tahunnya, sedang PDRB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada
tahun tertentu sebagai dasar.

Berkaitan dengan kondisi perekonomian khususnya bagi daerah, maka salah
satu indikator perbaikan ekonomi daerah yaitu melalui peningkatan penerimaan pajak
daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
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Sarana penunjang dari kegiatan sektor pariwisata yang dapat meningkatkan
penerimaan pajak yaitu pemakaian sarana restoran melalui pemungutan pajak
restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diambil untuk diteliti yang dapat
mempengaruhi penerimaan pajak restoran adalah kondisi perekonomian yang
ditunjukkan dengan PDRB sub sektor restoran. Sehingga dengan demikian
diharapkan semakin tinggi penerimaan PDRB sub sektor restoran makan semakin

besar penerimaan pajak restoran.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran

Produk Domestik Regional Penerimaan Pajak
Bruto Sub Sektor Restoran 4 Restoran
Indikator PDRB Sub Indikator Pajak
Sektor Restoran : Restoran:
1. Laju Pertumbuhan 1. Restoran
ekonomi 2. Rumah makan
2. Tingkat kesejahteraan 3. Omset Penjualan
rakyat

Pengaruh / Hubungan

Ha : p #0 : Terdapat pengaruh antara PDRB Sub Sektor
Restoran terhadap Penerimaan Pajak Restoran
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2.9. Hipotesis Penelitian

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di
antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat
diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan
dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji
hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat
ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Sekaran, 2011:135).

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau
tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana
hipotesis nol (Hp) vyaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya
diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan, hipotesis alternatif (H,) merupakan
hipotesis yang diajukam peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis
tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Ho : PDRB Sub Sektor Restoran tidak terdapat pengaruh yang signifikan

terhadap Penerimaan Pajak Restoran.

H, : PDRB Sub Sektor Restoran terdapat pengaruh yang signifikan terhadap

Penerimaan Pajak Restoran.



